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WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota
Magelang telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor
11 Tahun 2015;

b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah maka untuk
kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
perwal dimaksud perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4255);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Nrgara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thaun 2005 tentang

pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70
tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan
Barang/Jasa;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Kota Magelang No 3 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor
55);

-

-
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14, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor
002/PRT/KA/VI1I/2009 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemarintah;

15. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Umit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NO 11 TAHUN
2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah
Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 11) diubah sebagai
berikut :
1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Pemerintah Kota Magelang, yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa.
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6. Penggunaan Barang/Jasa adalah Pejabat

pemegang kewenangan penggunaan Barang
dan/atau Jasa milik Daerah.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan  tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dipimpinnya.

8.

Kuasa Penguna Anggaran selanjutnya diseingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagai kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagai tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Daerah, uang
selanjutnya disebut ULP Pemerintah Daerah
adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah, yang fungsinya
diintegrasikan pada fungsi bagian pada
Sekretariat Daerah.

10.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Susunan organisasi ULP Pemerintah Daerah terdiri
atas :
a. Kepala;

b. Sekretariat;
c. Kelompok Kerja; dan
d. Staf Pendukung.

(2) Bagan Organisasi ULP Pemerintah Daerah
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Susunan Perangkat Organisasi ULP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, dipimpin oleh sekretaris, secara ex-officio
dijabat oleh Kepala Subbagian Pengadaan pada
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
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a. melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan,
Kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan,
dan rumah tangga;

b.

menyiapkan dokumen pendukung dan informasi

yang dibutuhkan Kelompok Kerja;

c. mengkoordinasikan  pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh

Kelompok Kerja pengadaan;

menyediakan dan mengelola sistem informasi

yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa;

e. mengagendakan dan

mengkoordinasikan
pengaduan masyarakat;
f. mengagendakan dan mengkoordinasikan
sanggahan yang disampaikan oleh penyedia
barang/jasa;

g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di ULP;

menyusun program kerja dan anggaran ULP;

menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan

Surat Perintah Pengadaan Barang Jasa PA/ KPA;

j. membuat laporan secara periodik atas hasil
pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh

ULP;
. menyiapkan pusat data untuk mendukung

evaluasi dari barang/jasa terkait spesifikasi dan
Harga Perkiraan Sendiri;

1. melakukan  koordinasi dengan  Layanan
Pengadaan Secara Elektronik terkait
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
elektronik (e-procurement);

m. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung
dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;

n. menerima dan membantu  penyelesaian
pengaduan; dan

o. membantu penyelesaian sanggahan banding.

secara

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah,
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP
dilakukan oleh Kelompok Kerja.

(2) Anggota Kelompok Kerja untuk setiap paket
pengadaan berjumlah gasal beranggotakan paling
sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai
dengan kompleksitas pekerjaan.

(3) Penambahan anggota sebagaimana dimksud pada
ayat (3) dapat diisi oleh tim atau tenaga ahli pemberi
penjelasan teknis (aanwijez) serta dari jabatan
fungsional.

(4) Pembentukan  Kelompok Kerja  sebagaimana

dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala ULP.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan y Walikota  ini dengan
penempatannya dalam Beritd Daerah Kota Magelang.

KOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 4 onuar .20(7

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 4
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